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11. LATAR BELAKANG

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa
mempunyai tiga fungsi, yaitu (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan
Desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
Desa dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD merupakan lembaga desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan
Kepala Desa dan menjadi mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, BPD harus dapat
mewujudkan diri menjadi mitra dari berbagai kelembagaan yang ada di desa,
khususnya kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan
desa. Hal ini penting dapat berpengaruh pada kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan berbagai program yang masuk
ke desa.

Berangkat dari dasar tersebut, maka langkah awal pembangunan Desa
diharuskan memiliki Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun oleh
Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan
kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan
pembangunan kabupaten/kota dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: (1).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6
(enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPIM
Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Kemudian diperkuat dalam Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
yang menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi
Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar
usulan RKP Desa.

Maka, dalam hal Musyawarah Desa perencanaan Desa dalam tahapan
penyusunan RKP Desa tahun 2023, sebagaimana fungsinya dalam menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, BPD menyusun “Pandangan Resmi BPD”
sebagai bahan pesriapan dalam pelaksanaan musyawarah Desa.

Hal tersebut, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa, pada pasal 20 menyebutkan “Dalam persiapan Musyawarah Desa,
BPD melaksanakan rapat untuk menyusun pandangan resmi terhadap hal strategis yang
akan dimusyawarahkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang sudah digali, ditampung, dan
diolah”. Dokumen pandangan resmi BPD ini, guna disampaikan sebagai dasar awal
pandangan-pandangan Desa kedepan.



1.2. DASAR HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan pandangan resmi BPD

yang disampaikan pada musdes perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RKP
Desa tahun 2024, antara lain:

1.

.8

10.

It.

12.

13.

14.

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
89);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1633);

Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten
Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 18);
Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 06 Tahun 2000
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat
Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 12);

Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset
Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 68) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 72 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor
78);

Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan
Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 51); '
Peraturan Bupati Rembang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020
Nomor 07);

Peraturan Bupati Rembang Nomor 0! Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun
2020 Nomor 01);

Peraturan Desa Bogorejo Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembagunan
Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Bogorejo Tahun
2019 Nomor 06);

Peraturan Desa Bogorejo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa

Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bogorejo
Tahun 2021 Nomor 02);
Peraturan Desa Bogorejo Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Bogorejo
Tahun 2023 Nomor 12);



13. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen Pandangan Resmi BPD dimaksudkan sebagai upaya

BPD Desa Bogorejo dalam mengarahkan dan mengawasi perencanaan program
pembangunan di Desa Bogorejo, dalam upaya mewujudkan perencanaan
pembangunan tahunan dalam dokumen RKP Desa tahun 2025 sesuai dengan
dokumen RPJM Desa tahun 2020 - 2027 yang menjadi acuan mutlak perencanaan
Desa selama 8 (delapan) tahun.

Adapun tujuan disusunnya Pandangan Resmi BPD yang akan disampaikan

pada Musdes Perencanaan Desa, adalah:

1.

2.

3.

Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Desa
Bogorejo, dalam menyusun dokumen RKP Desa tahun 2025;

Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKP Desa tahun
2025,

Mengarahkan dan memfokuskan program/kegiatan Desa melalui perencanaan
Pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa Tahun 2020 - 2027
Mewujudkan aspirasi masyarakat Desa Bogorejo dalam pelaksanaan
Perencanaan pembangunan melalui fungsi BPD Bogorejo ; dan

Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Bogorejo
yang lebih baik.



21. KONDISI UMUM

Desa Bogorejo merupakan salah satu dari 21 Desa yang terletak di Kota
Rembang Kecamatan Sedan dengan luas wilayah. 546,04 Ha, secara geografis Desa
Bogorejo berada di dataran rendah sehingga sebagaian besar merupakan
wilayahnya berupa lahan 382,228 Ha. Sedangkan sisanya diperuntukkan sebagai
lahan pertanian.

Desa Bogorejo terletak pada ketinggian + 250 meter dari permukaan laut.
Sedangkan jumlah penduduk laki-laki 1.248 jiwa, perempuan 1.303 jiwa, jumlah
seluruhnya 2.551 jiwa, atau KK.

Batas batas wilayah Desa Bogorejo :

* Sebelah Utara : Desa Sendangmulyo dan Sendangwaru
¢ Sebelah Timur : Desa Kenongo dan Gandrirojo

¢ Sebelah Selatan  : Desa Gandrirojo dan Hutan

¢ Sebelah Barat : Desa Sambong

Sedangkan keadaan orbisitas dan jarak tempuh Desa Bogorejo dengan

Kecamatan Sedan, kota Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah relatif
mudah untuk dijangkau oleh masyarakat Desa. Keterbatasan angkutan menuju ke
Ibu kota Kabupaten, Propinsi dan Kecamatan tidak menjadi masalah mengingat alat
transportasi sudah semakin meningkat. Ini terbukti gerak perekonomian dan
perdagangan masyarakat Desa sudah semakin meningkat.

Untuk mengetahui letak/jarak Desa Bogorejo dengan pusat-pusat ekonomi
dan pemerintahan yang ada di Kecamatan Sedan dapat disimak sebagai berikut:

e Jarak ke Ibu kota Kecamatan 1 591,2 km
e Jarak ke Ibu kota Kabupaten : 30,2 km
e Jarak ke Ibu kota Propinsi 1 437,9 km

* Waktu tempuh ke ibu kota Kecamatan : 8 Jam 24menit
* Waktu tempuh ke ibu kota Kabupaten : 8 Jam 14 menit
Waktu tempuh ke ibu kota Propinsi 3 jam 30 menit

A. KEADAAN SOSIAL
Maju mundurnya suatu masyarakat pada dasarnya dapat dilihat dari
tingkat pendidikan warga masyarakat itu sendiri. Oleh  karena itu
pembangunan bisa maju bila didukung oleh sumber daya manusia yang
memadai, oleh karenanya pendidikan sudah semestinya mendapat perhatian
dari kita semua karena pendidikan merupakan tanggung jawab Kita bersama
baik Pemerintah, Pemerintah Desa dan Masyarakat.



Tingkat Pendidikan Desa Bogorejo mengalami perkembangan dan
kemajuan yang cukup signifikan hal ini terbukti dengan berkurangnya angka
putus sekolah dan berdirinya lembaga lembaga pendidikan yang ada seperti
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD ) 2 lembaga dan TK/RA sebanyak 2
lembaga, SD dan MI 2 lembaga dan SLTP atau MTS sebanyak 1 lembaga , hal
ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin
tinggi.
Dibidang Kesehatan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang
cukup baik hal ini ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya kesehatan dalam menunjang derajad kesehatan mereka sehari-hari,
hal ini dapat dilihat dari kunjungan masyarakat ketempat-tempat pelayan
kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas pembantu Polindes dan kehadiran
Balita di Posyandu serta menurunnya angka kematian bayi dan mulai
meningkatnya kondisi gizi masyarakat.

Desa Bogorejo saat ini memilki 3 Posyandu ILP yang tersebar di 3 dusun
serta 1 unit Polindes serta Puskemas yang berada di kecamatan dan hal ini tentu
memudahkan pelayananan bagi masyarakat.

KEADAAN EKONOMI

Penduduk Desa Bogorejo sebagian besar bekerja sebagai petani
disamping sebagian sebagai buruh tani, Peternak, nelayan, tukang batu/kayu,
buruh bangunan, usaha kios, kerajinan. Sedangkan potensi Desa yang paling
menonjol adalah potensi persawahan (padi dan jagung). Selain itu tanaman
keras yang melalui proses adaptasi sebagian dapat berproduksi dengan baik
pada tempat yang tergolong rendah dengan keadaan tanah kering. Sedangkan
tanaman perkebunan yang menjadi andalan penduduk setempat adalah
mangga, dan kelapa. Untuk areal tanaman pertanian meliputi areal persawahan
yaitu padi, jagung, cabe merah, dan lain-lain.

Di sektor pertanian Desa Bogorejo yang berada di dataran rendah
sehingga memungkinkan mendapat cahaya matahari yang penuh maka hal ini
berdampak pada produksi hasil pertanian yang mempunyai kwalitas bagus.
Sedangkan untuk sektor peternakan hampir setiap rumah tangga yang ada di
Desa Bogorejo memiliki ternak besar seperti sapi, kambing atau domba
disamping ternak kecil ayam atau itik sehingga hal ini dapat menambah tingkat
perekonomian masyarakat.

. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA DESA

Keadaan sarana dan prasarana Desa Bogorejo secara umum sudah cukup
memadai baik sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana
kesehatan, dan sarana pemerintahan kesemuanya sudah dapat melayani
masyarakat Desa Bogorejo.

. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di
hormati dalam sistem Pemeritahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala
Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa Bogorejo warga negara
Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan enam
tahun, dan dapal dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan berikutnya.
Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada masyarakat Desa yang
prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.



Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin dan

mengkoordinasikan pemerintah Desa dalam melaksanakan sebagian urusan
rumah tangga Desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan, dan
pembangunan masyarakat serta melaksanakan tugas pembantuan dari
pemerintah di atasnya.

22 PERMASALAHAN

Bertitk tolak dari kondisi umum yang diuraikan diatas, maka dalam
penyampaian Pandangan Resmi BPD Bogorejo ini dapat kami sampaikan
permasalahan-permasalahan yang mendasar di Desa Bogorejo yaitu:

1.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Perlunya Sosialisasi Dokumen RPJM Desa yang lebih mengena ke
masyarakat, sehingga arah kebijakan pembangunan Desa lebih terarah dan
terukur.

Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa melalui diklat, workshop, seminar,
study banding dll

Peningkatan Kapasitas BPD melalui diklat, workshop, seminar, study

banding dll

a.

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Sub Bidang Pendidikan

*
L) ..

a.

Di Desa Bogorejo angka melek huruf semakin meningkat, namun
demikian ditengarai ada masyarakat yang masih buta huruf, hal ini
perlu dilakukan pendataan untuk mendapatkan data yang akurat
sehingga dapat dilakukan penanganan yang efektif dan efisien.

IPM (indeks Pembangunan Manusia) yang masih rendah hal ini
terbukti dengan adanya masyarakat yang belum menuntaskan wajar 9
tahun dan Wajar 12 tahun sehingga diperlukan fasilitasi terhadap
pendidikan kesetaraan baik Paket B dan Paket C.

Sub Bidang Kesehatan

a.

C.

Optimalisasi Posyandu yang ada di Desa Bogorejo, sehingga
penanganan kesehatan balita,ibu hamil, anak-anak , remaja dan lansia
dapat terdeteksi sedini mungkin.

Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Desa Bogorejo masih perlu
ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari masih banyak masyarakat yang
membuang sampah dan BAB di sungai, pembakaran sampah terbuka,
cuci tangan sebelum makan dll.

Penanganan Stunting untuk balita dan anak

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a.
b.

Tersedianya ruang publik terbuka hijau ramah anak ( RPTHRA ).
Sarana Pasar Desa

Sub Bidang Pemukiman

a.
b.

RTLH (rumah tidak layak huni)
PJU (penerangan jalan umum)

Sub Bidang Pariwisata

a.

b.

Fasilitasi terhadap produk unggulan Desa yang dapat menarik
wisatawan,

Fasilitasi terhadap ciri khas Desa yang dapat dijadikan nilai jual
sehingga dapat menarik wisatawan.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat

)
..0



L)
L

-
R

=

S
a
b
C

-
“

Adanya peraturan Desa yang mengatur tentang ketentraman,
ketertiban, dan pelindungan masyarakat

Fasilitasi giat siskamling di tiap dusun

Sarana poskamling di tiap dusun
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Fasilitasi terhadap keberadaan seni dan budaya yang ada di Desa
Pembinaan terhadap kelompok seni dan budaya yang ada di Desa
PHBI

Sub Bidang kepemudaan dan olah raga

a.
b.

C.

d.

Fasilitasi terbentuknya karang taruna

Fasilitasi terbentuknya KIM

Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok olah raga yang ada di Desa
Sarana olah raga

Sub Bidang kelembagaan masyarakat

a.
b.

Pembinaan terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat
Fasilitasi terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

*
. ..

»
*

Sub Bidang pertanian dan peternakan

a.

g

Belum kuatnya kelembagaan petani, sehingga hasil panen yang
melimpah dijual dengan harga yang murah. Sementara biaya produksi
yang cukup mahal. Sehingga petani tidak mempunyai nilai tawar yang
tinggi.

Ke;éa%llgkaan pupuk yang terjadi karena aturan pembatasan subsidi
pupuk yang membuat produksi menurun.

Belum dimanfaatkan secara optimal limbah peternakan, dan limbah
pertanian sebagai alternatif pupuk alami bagi tanaman.

Adanya saluran irigasi tersier yang masih belum dibangun, sehingga
aliran air berkurang,.

Peternak Desa Bogorejo masih bersifat konvensional, sehingga
diperlukan upaya pendampingan dan penguatan peternak yang ada di
Desa Bogorejo

Belum dimanfaatkannya limbah pertanian secara maksimal untuk
pakan ternak

Diperlukan upaya pengkajian untuk TTG pertanian dan peternakan.

Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga

d.

Periunya penyuiuhan yang dilakukan secara berkesinambungan
terhadap perempuan dan anak tentang UU perlindungan anak dan
KDRT.

Fasilitasi terhadap kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan
anak dan keluarga.

Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah

a.

b.

Masih minimnya usaha mikro kecil dan menengah di Desa Bogorejo

sehingga diperlukan upaya fasilitasi, pendampingan, dan kemudahan
bagi masyarakat agar usaha mikro kecil dan menengah tumbuh
berkembang.

Meinfasilitasi terbentuknya koperasi, baik koperasi tani dll.

Sub Bidang dukungan penanaman modal

a.

Penguatan BUMDES dengan penyertaan modal dan penguatan
kapasitas pengurus BUMDES

b. Memperluas jaringan usaha BUMDES.



W

¢. Melakukan upaya kolaborasi atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk
meningkatkan PADesa.

<+ Sub Bidang Penanggulangan Bencana
a. Penanganan Bencana Alam dan non alam

“* Sub Bidang Keadaan Mendesak
a. Bantuan langsung Tunai (BLT) Desa
b. Bantuan air Ketika musim kemarau



Pandanpan Restoa Badan Permusyawaralan [Desa
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PANDANGAN RESMI

Berdasarkan permasalahan yang terserap dari jaring aspirasi BPD, maka Pandangan

Resmi BPD adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.

2.  Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan
kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.

3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.

4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.

5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan

kebutuhan masyarakat Desa.
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KESIMPULAN & REKOMENDASI

41. KESIMPULAN
Berdasarkan Pandangan Resmi BPD yang telah disampaikan di awal maka
dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Desa Bogorejo merupakan Desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai
petani, buruh tani, peternak, nelayan sehingga roda perekonomian masyarakat
tidak terlepas dari hal tersebut.

2. Pembangunan akan terlaksana dengan baik jika didukung oleh SDM yang
berkwalitas, mengingat SDM masyarakat Desa Bugoreju yang masin rendah
diperlukan upaya Pemerintah ntuk meningkatkan SDM masyarakat Desa
Bogorejo

3. Diperlukan kreatifitas dan inovasi dalam penggalian potensi Desa sehingga
dapat dikelola dengan baik untuk dapat digunakan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam upaya
mempermudah pelayanan terhadap masyarakat.

5. Penguatan lembaga-lembaga yang ada di Desa dan di masyarakat agar mampu
mengolah aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan.

4.2. REKOMENDASI
Berdasarkan kesimpulan diatas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bogorejo

memberikan rekomendasi dalam penyusunan RKP Desa tahun 2025 yaitu:

1. Penyusunan RKP Desa harus mengacu pada Dokumen RPJM Desa pada tahun
perencanaan 2025

2. Perencanaan pembangunan Desa harus melibatkan partisipasi masyarakat
dalam setiap tahapannya.

3. Penyampaian realisasi program/kegiatan setiap tahun kepada masyarakat
sebagai tolak ukur kinerja pemerintahan.




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)

DESA BOGOREJO KECAMATAN SEDAN

KABUPATEN REMBANG
Desa Bogorejo RT.01 RW.02 Kode Pos59264

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOGOREJO

Nomor : /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2025
DESA BOGOREJO KECAMATAN SEDAN

KABUPATEN REMBANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOGOREJO

a.

bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1)
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia
pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan
keputusan BPD; dan

bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pembentukan
panitia pelaksana musyawarah desa tentang
pembahasan, penetapan rancangan RKP Desa tahun
2025 dan pengesahan RKP Desa tahun 2025 di Desa
Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);



10.

I

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041),

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015
tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang  Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);



14,

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21,

22.

23.

24.

28,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017
tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang
Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1444);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019
tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1262);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1035);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1641);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan,
Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha
Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 252);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun
2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 1);



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

26. Peraturan Bupati Rembang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten
Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun
2016 Nomor 16);

27. Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2017
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2017 Nomor 9);

28. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2017 Nomor 68) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 72
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan
Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun
2018 Nomor 73);

29. Peraturan Bupati Rembang Nomor 31 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 31);

30. Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019
Nomor 40);

31. Peraturan Bupati Rembang Nomor 01 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020
Nomor 1);

32. Peraturan Desa Bogorejo Nomor 09 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun
2017 - 2022 (Lembaran Desa Bogorejo Tahun 2017
Nomor 09);

33. Peraturan Desa Bogorejo Nomor 02 Tahun 2021 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan
Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bogorejo Tahun
2021 Nomor 02);

34. Peraturan Desa Bogorejo Nomor 02 Tahun 2022 tentang
Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Bogorejo Tahun
2022 Nomor 02);

Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada
hari Tanggal 2024 membahas tentang
Pembentukan Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang
pembahasan, penetapan dan pengesahan RKP Desa tahun
2025 Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten
Rembang

MEMUTUSKAN

Membentuk Panitia Musyawarah Desa Musdes tentang
pembahasan dan penyepakatan rancangan RKP Desa dan
pengesahan dokumen RKP Desa tahun 2025 di Desa
Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dengan
susunan Kkeanggotaan sebagaimana tercantum dalam



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa

sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:

1. Menyiapkan dokumen Rancangan RKP Desa dan DU-
RKP Desa

2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes

tentang pembahasan, penetapan dan pengesahan RKP

Desa Tahun 2025;

Menyiapkan akomodasi rapat;

Menyiapkan daftar hadir;

Menyiapkan draft tata tertib musyawarah;

Menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan

tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum

pelaksanaan musdes;

7. Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang
berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum
pelaksanaan musdes.

o s w

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum
KEDUA Panitia Musyawarah Desa Musdes bertanggung
jawab kepada BPD.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Bogorejo Tahun Anggaran 2024,

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Bogorejo
2024

OGOREJO,



LAMPIRAN Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa Bogorejo

Nomor : Tahun 2024

Tangegal : 2024

Tentang : Pembentukan Panitia
Mudes Pembahasan,

Penetapan dan Pengesahan
RKP Desa Tahun 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
MUSDES PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2025

NO NAMA JABATAN UNSUR

1. | ALFI Ketua Sekretaris BPD
2. | UNTUNG MAHFUD Sekretaris Anggota BPD
3. | MA'RIFATIL ULUM Anggota Perangkat Desa
4. | FATKURROHMAN Anggota LKMD

5. | HAFIDL Anggota KPMD




MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2025
DESA BOGOREJO KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG

Pada hari ini Kamis tanggal 20 Bulan Juni tahun 2024 bertempat di Balai Desa, kami
Pemerintahan Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, telah menyelenggarakan
musyawarah pembentukan tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 dengan hasil sebagai berikut:

1) Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 Desa Bogorejo Kecamatan Sedan
Kabupaten Rembang dengan susunan keanggotaan:

a. Pembina . Kepala Desa
b. Ketua . MA'RIFATIL ULUM
C. Sekretaris : HAFIDL
d. Anggota 1. ZAENURI
2. KUSNANDAR
3. FATKUR ROHMAN
4. ABDUL ROZAQ

5. ARIF EFENDI

6. WALIMATUL FITRIYAH
7. ABDUL WAHAB

8. MUNANDAR

9. ABDUL WAHAB

2) Susunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2025 sebagimana dimaksud di atas,

selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim
Penyusun RKP Desa Tahun 2025.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2025

Ketua, Sekretaris,

MA'RIFATIL ULUM
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DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2025
DESA BOGORE]JO KEC. SEDAN KABUPATEN REMBANG

Hari/Tanggal : Kamis 20 Juni 2024
Jam : 19.00 WIB

Tempat : Balai Desa Bogorejo
Jumlah Peserta : 11 orang

Laki-laki : 9 orang, Perempuan : 2 orang
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KABUPATEN REMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGOREJO
Nomor : 33/17 / ©® /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2025

Menimbang

Mengingat

DESA BOGOREJO KECAMATAN SEDAN

KABUPATEN REMBANG

KEPALA DESA BOGOREJO

a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36

ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa
mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa
dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Keputusan Kepala Desa Bogorejo Kecamatan Sedan
Kabupaten Rembang tentang Tim Penyusun RKP Desa
Tahun 2025, Desa Bogorejo Kecamatan Sedan
Kabupaten Rembang;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);



10.

11,

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015
tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang  Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22,

23.

24,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017
tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang
Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1444), _
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2018 Tentang LembEl_ga
Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019
tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1262);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1035);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 /PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan,
Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang
da'r} /atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha
Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 252);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 06
Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2000 Nomor 06);



Memperhatikan :

25.

26.

27.

28.

29,

30.

31,

32.

33.

Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2018
tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten
Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun
2018 Nomor 18);

Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2017
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2017 Nomor 9);

Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2017 Nomor 68) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 72
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan
Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun
2018 Nomor 73);

Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 51);
Peraturan Bupati Rembang Nomor 07 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang
Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2020 Nomor 07);

Peraturan Bupati Rembang Nomor 01 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor
01);

Peraturan Desa Bogorejo Nomor 06 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun
2020 - 2027 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 06);
Peraturan Desa Bogorejo Nomor 02 Tahun 2021
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul
dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bogorejo
Tahun 2021 Nomor 02);

Peraturan Desa Bogorejo Nomor 01 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Desa Bogorejo Tahun 2024

Nomor 12);

Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
Tahun 2025 pada Tanggal 20 Juni 2024 yang bertempat di
Balai Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang



Menetapkan

MEMUTUSKAN

KESATU . Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana
tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :  Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:

1.
2.
3.

4,

pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan
pembiayaan Pembangunan Desa;

pencermatan ulang RPJM Desa;

penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan
RKP Desa; dan

penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan
rencana anggaran biaya kegiatan.

KETIGA :  Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas
Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun
Anggaran 2024 dan Swadaya Desa.

KEEMPAT . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

J tetapkan di : Desa Bogorejo
Zon i Tanggal . 2. Desabec. 2024
KEPA:’\I%ZA DESA BOGOREJO

A

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala Dinpermades Kabupaten Rembang;
Sdr. Camat Sedan;
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bogorejo
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan



Nomor

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Bogorejo
3/17.] o /2024

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
RKP Desa Tahun 2025

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2025
DESA BOGOREJO KECAMATAN SEDAN

KABUPATEN REMBANG

NO NAMA TEMPAT, TANGGAL | jaBATAN UNSUR
1. | NUR ROSYID Rembang, Pembina Kepala Desa
2. | MARIFATIL ULUM Rembang, 21-09-1990 Ketua Sekretaris Desa
3. | HAFIDL Rembang, Sekretaris KPMD
4. | ABDUL ROZAQ Rembang, 19-08-1984 Anggota | Perangkat Desa
S. | ARIF EFENDI Rembang, 15-12-1988 Anggota Perangkat Desa
6. | MUNANDAR Rembang, 03-06-1971 Anggota | Perangkat Desa
7. | WALIMATUL FITRIYAH | Rembang, 15-02-1962 Anggota Tokoh Masy
8. | FATKUR ROMAN Rembang, 22-11-1964 Anggota Tokoh Masy
9 | KUSNANDAR Rembang, 13-02-1991 Anggota KPMD
10 | ZAENURI Rembang, 24-10-1991 Anggota KPMD
11 | ABDUL WAHAB Anggota LPMD

Rembang, 15-0
’ @“‘/'\‘1?\\

.,ré‘f KEPALA DESA BOGOREJO,




